
 

  

 BAB I   

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah   

Implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan atau kebijakan yang 

telah disahkan, baik dalam bentuk undang-undang, peraturan, atau keputusan 

eksekutif. Proses ini melibatkan tindakan administratif dan operasional untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Implementasi kebijakan 

mencakup tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok 

pemerintah maupun swasta untuk mengubah keputusan menjadi pola operasional. 

Tindakan ini diarahkan pada pencapaian tujuan kebijakan melalui pengelolaan 

sumber daya, prosedur, dan teknik tertentu. 

Pelayanan publik di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat 

meningkat atau semakin pesat diiringi dengan perkembangan teknologi yang juga 

semakin pesat. Pada bidang pelayanan publik tidak hanya pemerintah saja yang 

merasakan perkembangan teknologi digital, akan tetapi masyarakat sebagai sasaran 

pelayanan publik mau tidak mau juga harus turut andil dalam penguasaan informasi 

maupun inovasi pelayanan secara digital agar tujuan dari inovasi yang sudah dibuat 

oleh pemerintah dapat mencapai tujuannya.  

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik (UU ITE) mengatur aspek hukum dalam pemanfaatan teknologi 

informasi di pemerintahan. Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 Memperkuat 

Tata Kelola Berbasis Elektronik di Indonesia. Peraturan ini bertujuan untuk 

mendorong dan mengatur pengunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam 

berbagai aspek pemerintahan di seluruh tingkatan, mulai dari pusat hingga daerah. 
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Dengan menerapkan sistem pemerintahan berbasi elektronik ini, di harapakan 

proses pelayanan publik dan pengelolaan administrasi pemerintahan dapat lebih 

efesien, transparan, dan akuntabel. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika 

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Interoperabilitas Data dalam 

Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Satu Data 

Indonesia. Tentang Sistem Elektronik ialah perangkat dan prosedur Digital seperti 

teks, suara, gambar, email, dan kode, Interoperabilitas Data adalah kemampuan 

berbagai sistem elektronik yang berbeda untuk saling bertukar dan menggunakan 

data terpadu. 

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 61  Tahun 2022 tentang Sistem 

Pemerintahan Berbasis Elektronik . Peraturan ini bertujuan untuk mewujudkan 

pemerintahan yang modern, responsif, dan mudah diakses oleh masyarakat melalui 

penggunaan teknologi digital. Selanjutnya pada tingkat Daerah Pemerintah dan 

Kabupaten/kota mengeluarkan Kebijakan Pendukung, Seperti Peraturan Daerah 

(Perda) tentang Pelayanan Publik atau regulasi khusus terkait tata kelola berbasis 

teknologi. Di tuangkan dalam undang-undang Perturan Bupati Aceh Utara Nomor 

22 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 

Pemerintah Kabupaten Aceh Utara. 

 Namun, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada dengan 

tujuan meningkatkan layanan Digital berdasarkan harapan ideal dan standar 

tertentu, sedangkan kondisi masyarakat di lapangan dipengaruhi oleh faktor-faktor 

seperti infrastruktur, pendidikan, dan akses terhadap teknologi.hal tersebut bisa 

terjadi karna keterbatasan pelatihan atau sosialisasi mengenai layanan online, atau 

distribusi akses internet yang tidak merata.  
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Dalam situasi ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) 

Kabupaten Aceh Utara menanggapi perubahan tersebut dengan 

mempertimbangkan penerapan aplikasi identitas kependudukan digital (IKD).  

Disdukcapil Aceh Utara  terus berkembang menghadapi tuntutan pengelolaan data 

kependudukan yang semakin kompleks. Oleh karena itu, kehadiran aplikasi 

identitas kependudukan digital (IKD) menjadi relevan dan krusial untuk 

memenuhi kebutuhan akan layanan administrasi kependudukan yang cepat, akurat, 

dan efisien. 

IKD adalah bentuk identitas berbasis digital yang sedang diimplementasikan 

untuk menggantikan KTP elektronik. Proses penggantian ini sedang dilakukan 

secara bertahap dan belum diterapkan secara wajib untuk seluruh penduduk. Bagi 

yang telah memiliki e-KTP, mereka diperbolehkan membuat IKD. 

 Penjelasan tentang IKD dapat ditemukan dalam Pasal 13 ayat 2 

Permendagri Nomor 72 Tahun 2022, dijelaskan bahwa dalam regulasi tersebut, 

Identitas Kependudukan Digital (IKD) merujuk pada informasi elektronik yang 

dipergunakan untuk mewakili Dokumen Kependudukan dan informasi terkait 

melalui aplikasi digital dengan menggunakan android, yang menampilkan Data diri 

dari pengguna. 

 (Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, 2016). Artinya, masyarakat 

akan dapat mengakses identitas kependudukan melalui ponsel mereka tanpa perlu 

membawa fisik KTP. Berdasarkan Permendagri Nomor 72 Tahun 2022 pasal 14, 

tujuan dari IKD adalah untuk mengikuti perkembangan teknologi informasi dan 

komunikasi terkait digitalisasi kependudukan. Ini dimaksudkan agar dapat 

meningkatkan penggunaan digitalisasi kependudukan oleh masyarakat, 
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memberikan kemudahan serta percepatan dalam transaksi pelayanan publik maupun 

privat dalam bentuk digital, dan melindungi kepemilikan IKD melalui sistem 

autentikasi untuk mencegah pemalsuan dan kebocoran data. 

 Sedangkan fungsi IKD mencakup Konfirmasi kepemilikan Identitas 

Kependudukan Digital melibatkan verifikasi data identitas sebagai langkah 

pembuktian identitas. Proses autentikasi identitas dilaksanakan melalui verifikasi 

biometrik, data identitas, kode verifikasi, dan QR code sebagai indikator 

kepemilikan IKD. 

 Selain itu, kewenangan identitas memberikan kebebasan kepada pengguna 

IKD untuk mengatur akses data mereka sendiri. Masyarakat yang telah 

mengaktifkan KTP Digital di aplikasi IKD juga dapat mengakses data 

kependudukan pribadi dan data keluarga dalam Kartu Keluarga digital. 

Implementasi teknologi identitas kependudukan digital di Disdukcapil 

Kabupaten Aceh Utara diharapkan dapat membawa transformasi signifikan dalam 

cara lembaga ini beroperasi. Tujuan utama dari penerapan teknologi ini adalah 

meningkatkan efisiensi dan akurasi pengelolaan data kependudukan, 

memungkinkan pelayanan publik yang lebih cepat dan responsif. Selain itu, 

identitas kependudukan yang terdigitalisasi juga diharapkan dapat mendukung 

berbagai program pembangunan dan kebijakan pemerintah dengan menyediakan 

data yang mudah diakses. 

Dalam kontek good governance pelayanan publik merupakan gerbang utama 

reformasi birokrasi pemerintah, karena di dalam pelayanan publik merupakan ruang 

dimana birokrasi pemerintahan berinteraksi secara langsung dengan masyarakat. 

Salah satu diantara bentuk pelaksanaan pelayanan publik yang harus dilakukan oleh 
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pemerintah yaitu pelayanan administrasi kependudukan yang berada di suatu 

pemerintahan. 

Di dalam laman resmi yang disediakan Disdukcapil untuk masyarakat yaitu 

https://layonacut.acehutara.go.id/ merupakan salah satu media layanan untuk 

masyarakat, melalui situs ini diharapkan informasi dapat tersampai dengan baik dan 

dapat memberikan kemudahan dalam berurusan.  

Namun, langkah menuju implementasi identitas kependudukan digital tidak 

terlepas dari tantangan dan hambatan. Kebijakan yang diperkenalkan sejak 2022 

silam, terbilang baru dan membuat masyarakat belum familiar dengan inovasi 

pelayanan ini. Oleh Dukcapil Aceh Utara Tercatat sebanyak 408.764 jiwa penduduk 

yang  belum mengaktifkan Aplikasi IKD, dan di perkirakan baru 21.625 orang hal 

tersbut dapat dilihat bahwa masyarakat yang baru aktivasi masi sangat sedikit dari 

perkiraan target yang ingin di capai 100 ribu ini masi sangat jauh, dan dapat di lihat  

dari data yang di dapatkan oleh peneliti terkait Penerapan e-government pada 

Disdukcapil Aceh Utara yaitu: https://www.ajnn.net/news/penggunaan-ktpdigital-

di-aceh-utara-masih-rendah/index.html  

 
Gambar 1.2 Rendahnya Pengguna E-KTP di Aceh Utara 

Sumber : Disdukcapil Aceh Utara, 2024 . 
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Dikduscapil Kabupaten Aceh Utara telah memanfaatkan aplikasi IKD ini 

dengan baik. Namun, berdasarkan pengamatan awal yang dilakukan oleh peneliti di 

Disdukcapil Kabupaten Aceh Utara, masih banyak masyarakat yang belum 

melakukan aktivasi IKD tersebut, dan juga peneliti mendapatkan informasi bahwa 

sebagian masyarakat dan lansia yang tidak memiliki smartphone/hp maka mereka 

tidak dapat melakukan aktivasi IKD tersebut. (Observasi awal 26 Oktober 2024) 

Menurut observasi awal peneliti pada 26 Oktober 2024, Selanjutnya Peneliti 

mendapatkan informasi awal dengan salah satu petugas. Menurut informasi awal 

yang peneliti dapat dari Ibu Nurhayati selaku Bidang Pelayanan Umum 

mengatakan bahwa. 

“Gangguan jaringan/server yang bermasalah, masih banyak masyarakat yang 

belum mengakses Aplikasi IKD Karena keterbatasan perangkat dan jaringan, 

terutama di wilayah Desa. Dan juga tingkat Pengetahuan teknologi yang masi 

rendah sehingga sebagian masyarakat belum memahami tentang penerapan 

pelayanan berbasis Digital tersebut.” 

  Selanjutnya berdasarkan informasi awal dan fenomena di atas   

teridentifikasi beberapa masalah terkait dengan kualitas pelayanan baik secara 

online maupun offline. Permasalah tersebut antara lain yaitu Kesenjangan Digital 

dalam Akses Layanan Publik dan juga kurangnya  pengetahuan masyarakat untuk 

mengakses situs website yang sudah di terapkan. Tingkat pengetahuan teknologi 

yang masih rendah menyebabkan masyarakat kurang memahami bahkan tidak 

mengetahui manfaat pelayanan dan berinteraksi secara online.  

Ha ll ini menunjukkaln balhwal meskipun IKD telalh diluncurkaln secalral 

nalsionall, terdalpalt kesenjalngaln alntalral kesialpaln teknologi daln kemalmpualn 
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malsya lralkalt dallalm mengalkses lalya lnaln digitall tersebut. Selalin itu, malsih 

rendalhnya l literalsi digitall malsya lralkalt jugal menjaldi halmbaltaln utalmal dallalm 

pemalnfalaltaln alplikalsi ini secalral optimall. 

Berdalsalrkaln La ltalr Belalkalng ya lng suda lh di jelalskaln di altals  malkal Peneliti 

mengalngkalt judul penelitialn tentalng “Implementasi Kebijakan E-Government 

Melalui Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Dinas 

Kependudukan dan  Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utaral”. Malkal dalri itu 

aldalpun rumusaln malsallalh ya lng di bualt oleh peneliti aldallalh sebalga li berikut: 

1.2 Rumusan Masalah   

Berdalsalrkaln penjelalsaln laltalr belalkalng malsallalh sebelumnyal, dalpalt 

dirumuskaln malsallalh sebalga li berikut:  

1. Ba lga limalnal Implementalsi Kebijalkaln E-Government Melallui ALplikalsi 

Identitals Kependudukaln Digitall (IKD) di Dinals Kependudukaln daln 

Pencaltaltaln Sipil Ka lbupalten ALceh Utalral?  

2. ALpal saljal Halmbaltaln yalng di haldalpi dallalm Implementalsi E-Governemnt 

Melallui ALplikalsi IKD Paldal Dinals Kependudukaln daln Pencaltaltaln Sipil 

Ka lbupalten ALceh Utalral? 

1.2 Fokus Penelitian   

Dallalm penelitialn ini Adalpun ya lng menjaldi fokus penelitialn ini aldallalh 

sebagai berikut: 

1. Implementalsi Kebijalkaln E-Government Melallui ALplikalsi IKD di Dinals 

Kependudukaln daln Pencaltaltaln Sipil Kalbupalten ALceh Utalral di fokuskaln 

kepaldal palrtisipalsi malsya lralkalt daln tralnspalralnsi informalsi. 

2. Ha lmbaltaln yalng di Ha ldalpi dallalm Pengimplementalsialn E-Government 

Melallui ALplikalsi IKD Paldal Dinals Kependudukaln daln Pencaltaltaln Sipil 
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Ka lbupalten ALceh Utalral ya lng di fokuskaln kepaldal komunikalsi sumber dalya l 

disposisi daln struktrur birokralsi. 

1.3 Tujuan Penelitian   

Ada lpun tujualn ya lng ingin di calpali penulis dallalm penelitialn ini aldallalh 

sebalga li berikut:  

1. Untuk mengetalhui daln mendeskripsikaln Implementalsi E-Government  di 

Dinals Kependudukaln daln Pencaltaltaln Sipil Kalbupalten ALceh Utalral yalng 

dilihalt melallui palrtisipalsi malsya lralkaln daln tralnspalralnsi informalsi. 

2. Untuk mengetalhui halmbaltaln dallalm Implementalsi E-Government Melallui 

ALplikalsi IKD di Dinals Kependudukaln daln Pencaltaltaln Sipil Kalbupalten  

ALceh Utalral dilihalt dalri komunikalsi, sumber dalya l, disposisi daln struktur 

birokralsi. 

1.4 Manfaat Penelitian  

Denga ln aldalnya l penelitialn ini penulis salnga lt berhalralp alkaln dalpalt 

memberikaln berbalgali malnfalalt: 

1.  Malnfalalt Teoritis 

a. Untuk mengembalngka ln Ilmu Pengetalhualn ya lng di da lpalt dallalm balngku 

perkulialhaln daln membalndingkalnnyal denga ln pralktek di lalpalnga ln. 

b. Sebalga li walhalnal untuk mengembalngkaln walcalnal daln pemikiraln balgi 

peneliti: 

c. Untuk mengetalhui implementalsi kebijalkaln E-Government ya lng 

diselengga lralkaln oleh Dinals Kependudukaln daln Pencaltaltaln Sipil 

Ka lbupalten ALceh Utalral.  
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2. Malnfalalt Pralktis  

al. Ba lgi penulis sebalgali sya lralt untuk mendalpaltkaln gelalr Salrjalnal 

Administralsi Publik di Fa lkultals Ilmu Sosiall daln Ilmu Politik Universitals 

Mallikussalleh. 

b. Ba lgi malsya lralkalt ya litu sebalga li balhaln malsukaln daln informalsi tentalng 

pentingnya l KTP untuk dimiliki daln jugal dalpalt menjaldi sumber 

pengetalhualn balgi malsya lralkalt tentalng balgalimalnal penyelenggalralaln 

pelalya lnaln berbalsis Digitall paldal Dinals Kependudukaln daln Pencaltaltaln 

Sipil tersebut. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


